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A. Latar Belakang Masalah

Dunia Pada saat ini sedang dalam kondisi yang tidak teratur dan kacau
dalam berbagai bidang, yaitu dalam bidang kesehatan, ekonomi, pendidikan,
keagamaan serta sosial budaya. Hal tersebut terjadi karena adanya virus Covid-
19 yang diperkirakan berasal dari Wuhan China, kemudian menyebar ke negara
lainnya, hingga masuk ke Indonesia.* Virus covid-19 ini tidak hanya berdampak
dari sisi kesehatan, namun juga berdampak bagi perekonomian negara, seperti
dengan adanya kebijakan pemerintah dalam menerapkan peraturan PSBB,
mengakibatkan perekonomian masyarakat menjadi kacau, banyak tenaga kerja
dirumahkan oleh perusahaannya, pedagang UMKM bangkrut, serta terhentinya
berbagai jasa transportasi seperti supir angkot ataupun ojek online. Sehingga
penghasilan masyarakat kecil pun juga tertimpa imbasnya. Untuk memulihkan
keadaan negara, tidak dapat di selesaikan dengan mengandalkan kebijakan
pemerintah. Diperlukannya kerjasama dari seluruh elemen, yaitu masyarakat,
pemerintah, dan organisasi sosial. Salah satu organisasi sosial yang dapat
dimanfaatkan untuk menangani kondisi ini adalah lembaga pengelola zakat.?

Virus corona yang terjadi di Indonesia mengalami trend kasus positif yang
meningkat meski disisi lain terdapat pasien yang dinyatakan sembuh. Pada saat
ini 17 September 2020 kasus positif di Indonesia sebesar 233 ribu kasus dengan
157 ribu dinyatakan sembuh dan 9.222 ribu meninggal dunia. Sebagai upaya
pemutusan rantai penularan Covid-19. Pemerintah menetapkan status darurat
kesehatan masyarakat kemudian diiringi dengan keluarnya peraturan PSBB
(Pembatasan Sosial Berskala Besar). PSBB memiliki tujuan untuk memberikan
jaminan bahwa rantai penularan Covid-19 dapat diputus dengan adanya sinergi

' Afifuddin, K., & et al. (2020, Juli). Pengunaan Dana Zakat Pada Korban Covid-19
Perspektif Magashid Syariah. Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law, 1.

? Nurhidayat. (2020). Strategi Fundraising Zakat Pasca Pandemi Covid-19. Jurnal Sosial &
Budaya Syar-i.



dari masyarakat untuk disiplin tidak melakukan mobilisasi sosial untuk kegiatan
yang tidak diperlukan.’

Virus corona selain menyebabkan kematian juga berdampak negatif bagi
perekonomian negara, adanya kebijakan pemerintah dalam merespon Covid-19
salah satunya dengan cara menerapkan aturan PSBB sebagai upaya menekan
kemungkinan penularan Covid-19, akan tetapi PSBB berdampak pada laju jual
beli masyarakat sehingga mengancam sistem perekonomian masyarakat.*
Dampaknya dapat dirasakan secara global seperti pelemahan di sektor
perekonomian sehingga berakibat pada turunnya harga komoditas dan ekspor
Indonesia ke beberapa negara terhenti.”

Kondisi yang sulit tersebut dirasakan oleh 215 negara karena darurat
kesehatan dan adanya tekanan ekonomi yang berdampak pada sisi permintaan,
suplai hingga produksi yang kemudian mengakibatkan resesi yang sudah terjadi
di berbagai negara.® Wabah Covid-19 yang tengah merebak di berbagai negara
khususnya di Indonesia tidak dapat diselesaikan hanya mengandalkan kebijakan
pemerintah. Kerjasama yang solid diperlukan antara pemerintah, masyarakat,
lembaga pengelola dana zaka dengan maksimal agar memberikan kontribusi
dalam penanganan dampak Covid-19.” Keuangan sosial Islam sangat penting
dan strategis karena telah banyak membantu kesulitan masyarakat sehingga
pengelola zakat ibarat shelter kemanusiaan ditengah wabah Covid-19.

Salah satu langkah strategis pemerintah di bidang zakat dapat dicermati
pada Surat Edaran Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2020 tertanggal 9 April 2020
tentang Percepatan Pembayaran dan Pendistribusian Zakat Serta Optimalisasi

Wakaf Sebagai Jaring Pengaman Sosial Dalam Kondisi Darurat Kesehatan
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Covid-19.2 Adapun MUI menetapkan fatwa Nomor 23 Tahun 2020 tentang
Pemanfaatan harta Zakat, Infak, sedekah guna Penanggulangan Wabah Covid-19
dan dampak yang ditimbulkannya.

Pemanfaatan zakat mengandung beberapa ketentuan yaitu, pendistribusian
zakat produktif dalam bentuk tunai atau barang untuk stimulasi kegiatan sosial
ekonomi fakir miskin yang terdampak Covid-19. Ketentuan lain adalah
pemanfaatan yang diwujudkan dalam bentuk aset kelolaan atau layanan bagi
kemaslahatan umum dan diutamakan kepada mustahiq, contohnya kebutuhan
pokok, penyediaan APD, disinfektan dan obat-obatan yang dibutuhkan oleh
relawan yang bertugas dalam penangulangan Covid-19.°

Salah satu matlamat ajaran Islam dalam mengatasi masalah gejala sosial
adalah melalui ibadah zakat. Zakat yang menjadi salah satu tiang utama
tertegaknya Islam, telah menjadi kewajiban bagi umatnya dan membawa misi
dalam memperbaiki hubungan yang harmoni antara sesama manusia.’® Secara
sosiologis, zakat adalah refleksi dari rasa kemanusiaan, keadilan, keimanan serta
ketakwaan yang mendalam yang mesti muncul dalam sikap orang-orang kaya.
Tidaklah elok sebagai makhluk sosial dapat hidup sendiri tanpa memperhatikan
kesukaran dan penderitaan orang lain.'

Zakat sebagai rukun Islam memiliki implikasi individu dan sosial.
Penunaian hak muzakki tidak serta-merta dilihat dari gugurnya seorang muzakki
yang berkewajiban mengeluarkan zakat, tetapi juga harus dilihat sejauh mana
dampak sosial yang ditimbulkan dari pentadbiran zakat tersebut bagi
kemaslahatan umat. Apresiasi ini dapat diwujudkan dalam bentuk penagihan
dana zakat bagi keberlangsungan hidup minimum maupun keperluan yang

bersifat mendesak. Sehingga zakat menjadi sangat penting sebagai jaminan
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sosial bagi setiap individu Muslim sehingga tidak ada seorang pun perlu merasa
cemas akan masa hadapannya.*?

Keberlangsungan pengelolaan zakat semenjak Tahun 2020 mengalami
dilemanisasi, karena kondisi tatanan negara yang tidak teratur dan kacau dalam
berbagai bidang kehidupan diantaranya yaitu; ekonomi, pendidikan, kesehatan,
keagamaan dan sosial budaya. Kondisi tersebut terjadi karena adanya pandemi
Covid-19 yang berawal dari laporan oleh Komisi kesehatan Republik Wuhan
pada bulan Desember 2019. Merebaknya virus corona menyebabkan kematian
kepada penderita dengan proses virus yang inkubasi dalam tubuh manusia
selama 14 hari.™

Terhambatnya perekonomian yang berdampak terhadap tidak terpenuhinya
kebutuhan manusia, memanggil Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)
Kabupaten Tasikmalaya untuk melakukan kegiatan penghimpunan ZIS yang
diperuntukan dalam penyaluran paket sembako kepada masayarakat yang
terdampak pandemi Covid-19. Islam mengajarkan kita sebagai umatnya untuk
berbagi dengan mereka yang membutuhkan bahkan disaat sedang membutuhkan,
sebagaimana dijelaskan oleh firman Alloh Swt dalam surat Al-Bagarah ayat 267:
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Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil
usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari
bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kmau
keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan
dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa
Allah maha kaya, maha terpuji.**
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Secara aksiologis terggambarkan bahwa zakat itu bukan hanya sebagai
bukti realisasi syariat Alloh, akan tetapi di tujukan sebagai salah satu upaya
untuk menyalurkan pertolongan bagi orang-orang yang berkekurangan atau
memberi bantuan ekonomi kepada para fakir miskin.’> Konsep zakat dalam
ajaran Islam, diyakini sebagai bagian yang integral dari pilar utama Islam. Jika
kehadiran zakat tidak ada, maka unsur lain dari pilar Islam tidak akan kokoh,
itulah sebabnya mengapa zakat dimasukan sebagai salah satu pilar dalam rukun
islam.*®

Tujuan pemberdayaan zakat adalah memaksimalkan berbagai bentuk
potensi umat untuk mengkikis angka kemiskinan dan meningkatkan
kesejahteraan umat melalui zakat itu sendiri.’” Tujuan zakat sebagai pemompa
kesejahteraan umat akan sulit terwujud apabila tidak ada peran aktif dari para
wajib zakat (muzakki) dan pengelola zakat. Kesadaran para muzakki sangatlah
penting, bahwa tujuan mereka berzakat bukan semata-mata hanya
menggugurkan kewajibannya akan tetapi lebih luas yaitu mengentaskan
kemiskinan. Pengelola zakat (amil) juga dituntut harus profesional dan inovatif
dalam pengelolaan dana zakat.'®

Pengelolaan zakat oleh pemerintah harus ditangani dan dikelola lembaga
khusus dengan manajemen yang fungsional dan profesional seperti yang
diajarkan oleh Nabi Saw. sebagai salah satu langkah untuk mencapai hasil yang

optimal dan efektif.™

Pengelolaan zakat di Indonesia telah diatur dalam Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

pada Bab Ill Pasal 6 dan Pasal 7, kemudian diganti dengan Undang-Undang
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tentang pengelolaan Zakat No 23 tahun 2011 yang secara umum menyatakan
bahwa lembaga pengumpulan dan pengelolaan zakat terdiri dari dua macam,
yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dikelola oleh pemerintah dan Lembaga
Amil Zakat (LAZ) yang dikelola oleh Swasta, kemudian diterbitkan lagi
Peraturan Pemrintah Republik Indonesia No 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan
Undang- Undang No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Di Kabupaten Tasikmalaya pengelolaan zakat dikelola oleh Badan Amil
Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Tasikmalaya yang berwenang menghimpun
dan mendistribusikan zakat, infak, shadagah dan dana sosial keagamaan lainnya.
Adapun legalitas hukum Baznas Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Undang-
Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah
No. 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang
pengelolaan zakat, Keputusan Menteri Agama RI No. 186 Tahun 2016 tentang
perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 118 Tahun 2014 tentang
pembentukan badan amil zakat nasional.?°

Dampak adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan kondisi Negara
memprihatinkan mendorong Menteri Agama mengeluarkan surat edaran Nomor
8 Tahun 2020 tertanggal 9 April 2020 tentang Percepatan Pembayaran dan
Pendistribusian Zakat Serta Optimalisasi Wakaf Sebagai Jaring Pengaman Sosial
Dalam Kondisi Darurat Kesehatan Covid-19.%

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan fatwa Nomor 23 Tahun 2020
tentang Pemanfaatan harta Zakat, Infak, shadagah guna Penanggulangan Wabah
Covid-19 dan dampak yang ditimbulkannya. Pemanfaatan zakat mengandung
beberapa ketentuan yaitu, pendistribusian zakat produktif dalam bentuk tunai
atau barang untuk stimulasi kegiatan sosial ekonomi fakir miskin yang
terdampak Covid-19. Ketentuan lain adalah pemanfaatan yang diwujudkan
dalam bentuk aset kelolaan atau layanan bagi kemaslahatan umum dan

diutamakan kepada mustahiq, contohnya kebutuhan pokok, penyediaan APD,

20 https://www.baznaspungsi dan tujuan.org/content/profil diakses pada 08 Desember 2021.
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disinfektan dan obat-obatan yang dibutuhkan oleh relawan yang bertugas dalam
penanggulangan Covid-19.%

Keberadaan Baznas sebagai lembaga sosial yang salah satunya berperan
sebagai penyalur dana ZIS mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam
membantu sesama, sebagaimana yang telah dijalankan oleh Badan Amil Zakat
Nasional (Baznas) Kabupaten Tasikmalaya tahun ini tentunya memiliki strategi
yang berbeda dengan strategi yang biasa dilakukan saat sebelum adanya
pandemi Covid-19. Dalam penghimpunan dan penyaluran ZIS harus mengikuti
protokol kesehatan penanganan Covid-19. Berdasarkan ketentuan syariah,
penghimpunan dan penyaluran ZIS yang dilaksanakan oleh Baznas Kabupaten
Tasikmalaya tertera pada UU No 23 Tahun 2011 yang menugaskan Baznas
sebagai lembaga pemerintahan nonstruktural yang bersifat mandiri dan
bertanggung jawab kepada Presiden melalui Mentri. Baznas dibentuk langsung
sebagai Badan Pengelolaan Zakat Nasional yang melaksanakan tugas sebagai
pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Dengan memperhatikan keterangan dan latar belakang di atas, maka
penulis tertarik melakukan penelitian dan pengkajian lebih lanjut mengenai
“Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 23 Tahun 2020 Terhadap
Strategi Penghimpunan Dan Penyaluran Zakat, Infak, Dan Shadagah (Zis)
Dalam Program Sebar Sembako Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 Di

Baznas Kabupaten Tasikmalaya”.
B. Rumusan Masalah

Konsep hukum dalam pengelolaan zakat, infak dan shadagah merupakan
suatu keniscayaan agar kegiatan pengelolaan zakat, infak dan shadagah sesuai
dengan ketentuan syariah. Pengelolaan zakat diatur dalam Peraturan Undang-
Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, sebagaiman dalam Pasal
2 ayat (4) dan (5) Undang-Undang No 23 Tahun 2011 bahwa pengelolaan zakat
mengenai syarat dan tata cara penghitungannya harus dilaksanakan sesuai syariat

22 Atang Abd. Hakim, Figih Perbankan Syariah; Transpormasi Figih Muamalah ke dalam
Peraturan Perundang-Undangan, (Bandung: Refika Aditama), 2011, h. 30.



Islam, ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Agama No 52 Tahun
2014 tentang syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah serta
pendayagunaan zakat untuk usaha produktif. Adapun pengelolaan zakat pada
masa covid-19 mengalami beberapa perbedaan dengan pengelolaan zakat pada
masa normal, hal ini berdasarkan Fatwa MUI No 23 Tahun 2020 tentang
pemanfaatan harta zakat, infak dan shadagah untuk penanggulangan covid-19
dan dampaknya. Perbedaan terletak pada poin 1 b Ketentuan Hukum Fatwa MUI
No 23 Tahun 2020 mengenai pendistribusian zakat untuk kepentingan
kemaslahatan umum seperti program sebar sembako pada masa pandemi covid-
19, sedangkan ketentuan tersebut tidak dijelaskan dalam Peraturan Menteri
Agama No 52 Tahun 2014. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tasikmalaya
sebagai lembaga yang berwenang mengelola harta zakat, infak, shadagah dan
dana sosial keagamaan lainnya di wilayah Kabupaten Tasikmalaya hendaknya
mentaati ketentuan yang telah tertuang dalam Fatwa MUI No 23 Tahun 2020.

Berdasarkan telaah pada permasalahan di atas, berikut penulis uraikan

beberapa poin pertanyaan, di antaranya adalah:

a. Bagaimana strategi penghimpunan zakat, infak, dan shadagah (ZIS) dalam
program sebar sembako untuk penanggulangan wabah Covid-19 di Baznas
Kabupaten Tasikmalaya?

b. Bagaimana strategi penyaluran zakat, infak, dan shadagah (ZIS) dalam
program sebar sembako untuk penanggulangan wabah Covid-19 di Baznas
Kabupaten Tasikmalaya?

c. Bagaimana tinjauan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 23 Tahun 2020
Terhadap program sebar sembako untuk penanggulangan Wabah Covid-19

di Baznas Kabupaten Tasikmalaya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dapat dikelompokkan oleh peneliti ke dalam

beberapa kategori, di antaranya adalah:



a. Untuk mengetahui bagaimana strategi penghimpunan zakat, infak, dan
shadagah (ZIS) dalam program sebar sembako untuk penanggulangan
wabah Covid-19 di Baznas Kabupaten Tasikmalaya;

b. Untuk mengetahui bagaimana strategi penyaluran zakat, infak, dan
shadagah (ZIS) dalam program sebar sembako untuk penanggulangan
wabah Covid-19 di Baznas Kabupaten Tasikmalaya;

c. Untuk menganalisis tinjauan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 23
Tahun 2020 Terhadap program sebar sembako untuk penanggulangan

Wabah Covid-19 di Baznas Kabupaten Tasikmalaya.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dapat penulis kelompokan ke dalam

beberapa kategori, di antaranya adalah:

1. Manfaat teoritis, yaitu untuk memberikan sumbangsih bagi khazanah ilmu
pengetahuan terutama tentang pengelolaan zakat dalam penanggulangan
pandemi Covid-19 di Baznas Kabupaten Tasikmalaya.

2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat menjadi referensi sebagai
khasanah keilmuan bagi steakholder khususnya yang berkaitan dengan
Distribusi Zakat;

b. Sebagai sarana memberikan rekomendasi kepada Badan Amil Zakat
Nasional dalam manajemen pengelolaan zakat yang bertujuan
pemerataan distribusi  zakat guna peningkatan kesejahteraan
masyarakat;

c. Sebagai sumbangsih terhadap dunia keilmuan tentang pengelolaan

zakat baik dari penghimpunan dan pentasyarufan.

E. Kerangka Berpikir

Konsep pemikiran terhadap urgensi mewujudkan makna kemanusiaan

dalam Islam semakin meningkat manakala umat manusia dihadapkan pada



situasi kesulitan yang memerlukan bantuan dari sisi materi dan finansial, seperti
saat terjadinya pandemi Covid-19 melanda hampir seluruh negara di dunia dan
menimbulkan korban dalam jumlah besar. Kondisi darurat yang tengah terjadi
menuntut Pemerintah sebagai pembuat kebijakan segera melakukan antisipasi
dan penanganan agar problem ini tidak menjadi masalah kompleks dan
membahayakan.”® Sebagaimana gaidah figih menjelaskan:

2
iz 7l

"Kemudaratan harus dihilangkan"
Pengertian secara umum kaidah ini ialah bahwa kemudaratan itu harus
dihilangkan, karena kemudaratan merupakan perkara yang membahayakan yang
seharusnya tidak terjadi. Menurut Imam as-Suyuthi kaidah ini didasarkan pada

hadis Rasullulloh Saw:
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Dari Abu Sa’id al-Khudriy, bahwasanya Rosululloh Saw bersabda: "Tidak

boleh (ada) bahaya dan menimbulkan bahaya, barangsiapa yang berbuat

madhorot maka Alloh akan menyulitkannya dan barangsipa yang berbuat
kesulitan maka Alloh akan menyulitkannya. (HR. al-Hakim)

Qaidah diatas kembali kepada tujuan untuk merealisasikan magashid al-
Syariah dengan cara menolak yang mafsadah, dengan cara menghilangkan
kemudaratan atau setidaknya meringankannya. Jika dikaitkan dengan Covid-19,
maka sebenarnya haram bagi yang sehat menjatuhkan dirinya pada kebinasaan
dengan membiarkan dirinya terbuka peluang lebar tertular oleh orang yang
sudah terinfeksi virus, dan diharamkan untuk yang sudah terinfeksi atau
kemungkinan besar terinfeksi menjadikan orang lain tertular virus yang

dibawanya.

% Sumber: https://www.bloggerkalteng.id/2014/06/blog-post.html, diakses pada hari Rabu
08-12-2021 jam 08.30 wib
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Adapun tingkatan antisipasi ketika muncul Covid-19 dalam pandangan
hukum Islam didasarkan kepada maqoshidu as-Syari’ah yaitu dharuriyat yang
artinya tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer.
Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat
manusia. Keperluan dan perlindungan al-dharuriyah ini dalam buku ushul figh,
termasuk as-Sythibi, membagi menjadi lima buah, yaitu pemenuhan keperluan

serta serta perlindungan yang diperlukan untuk:

1) .. ke (Menjaga agama dengan ketaatan ibadah kepada Alloh Swt)
2) &) i~ (Menjaga jiwa)

3) [l ke~ (menjaga agal)

4) L. ki~ (menjaga eksistensi manusia)

5) JUl ki~ (menjaga harta).?

Kelima dharuriyah tersebut adalah hal yang mutlak harus ada pada diri
manusia. Karenanya Allah Swt menyuruh manusia untuk melakukan segala
upaya keberadaan dan kesempurnaannya. Sebaliknya Allah Swt melarang
melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi salah satu
dari lima dharuriyat yang lima itu. Segala perbuatan yang dapat mewujudkan
atau mengekalkan lima unsur pokok itu adalah baik, dan karenanya harus
dikerjakan. Sedangkan segala perbuatan yang merusak atau mengurangi nilai
lima unsur pokok itu adalah tidak baik, dan karenanya harus ditinggalkan.
Semua itu mengandung kemaslahatan bagi manusia.”®

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah saat ini sejalan dengan figih
Islam. Pertimbangan paling utama dalam penetapan fatwa atau kebijakan adalah
menjaga keselamatan jiwa, menjaga keberlangsungan agama dengan konsep al-
Maslahah al-Mursalah, dan menjaga perekonomian. Fatwa Majelis Ulama

Indonesia Nomor: 23 Tahun 2020 tentang penghimpunan dan penyaluran zakat,

% Taj al-Din Abdul Wahhab al-Subki, 1991, Al-Asybah Wa al-Nazhair, Dar al-kutub al-
IImiyyah Beirut. hal.105
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infak, dan shadagah (Zis) untuk penangulangan Covid-19 yang dikeluarkan
ulama diharapkan dapat menjadi panduan dalam beribadah, membangun
kesadaran dan solidaritas umat, serta kaitannya dengan perekonomian umat.

Sebagaimana gaidah figih menjelaskan:

imlally Lo g )l e alo)) O

“Kebijakan (Tasharruf) seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus

didasarkan atas dasar kemaslahatan™?’

Zakat merupakan kewajiban yang bersifat materi (faridhah maliyah) dan
kewajiban yang bersifat sosial (farjdhah ijtima‘iyah) sekaligus. Kewajiban
tersebut merupakan rukun ketiga dari rukun-rukun Islam yang lima. Barangsiapa
tidak mau menunaikan zakat karena bakhil, maka ia mendapatkan hukuman
yang diterapkan penguasa (za zir) atau zakat itu diambil secara paksa. Apabila ia
memiliki kekuatan untuk melawan, maka diperangi sampai takluk dan mau
melaksanakannya. Apabila secara terang-terangan ia mengingkari wajibnya,
sedang dia bukan orang yang baru masuk Islam, maka ia pantas dihukumi
murtad dan keluar dari Islam. Zakat bukanlah pemberian (hibah) si kaya raya
kepada si miskin. Pendistribusian Zakat infak dan shodaqoh telah diatur dalam

al-Quran surat At-Taubah ayat 60 Allah berfirman:
fa 88 oo < (-t it <4° ‘g
35 wibsll a0l e Gutal sy Rl S6a%a )
e g el oo B L2 s ) L 39 GenyEls B

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-
orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk
hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk
jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai
sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui
lagi Maha Bijaksana.

Dengan demikian, zakat bersifat “dari umat untuk umat”, dari tangan yang

diberi amanat harta kepada tangan yang membutuhkan, di mana kedua tangan itu

*” Wahbah Az-Zuhaili, (1999). Konsep Darurat dalam Hukum Islam (Terjemahan). Jakarta:
Gaya Media Pratama. Hal: 37
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-baik yang memberi maupun yang mengambil adalah tangan yang ada pada satu
orang, dan satu orang yang dimaksud adalah umat Islam. Zakat diwajibkan atas
setiap harta yang aktif atau dikembangkan, yang sudah mencapai nishab dan
sudah mencapai satu tahun (haul) serta bersih dari utang. Sistem ini juga berlaku

pada binatang ternak, emas, perak, dan barang dagangan.
1. Penghimpunan Zakat

Penghimpunan menurut besar bahasa Indonesia adalah suatu proses atau
cara perbuatan mengumpulkan.?® Penghimpunan dana dapat diartikan sebagai
kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik
individu, kelompok, organisasi, perusahaan, atau kamus pemerintah) yang akan
digunakan untuk membiayai kegiatan program operasional lembaga yang ada
pada akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut,
Penghimpunan dana dapat pula diartikan sebagai proses mempengaruhi
masyarakat baik perseorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat
maupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada organisasi.?

Dari berbagai pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa strategi
penghimpunan dana adalah rencana sebuah proses mempengaruhi masyarakat
atau calon donatur agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk
penyerahan dana atau sumber daya lainnya yang bernilai, untuk disampaikan
kepada masyarakat yang membutuhkan. Proses mempengaruhi di sini yaitu
meliputi kegiatan memberitahukan, mengingatkan, mendorong membujuk
merayu untuk membayar zakat.

Penghimpunan Zakat di Baznas Tasikmalaya merupakan kegiatan yang di
lakukan untuk mendapatkan dana ZIS dari muzakky. Dalam melaksanakan
aktivitas pengumpulan dana tersebut dapat menyelenggarakan berbagai macam
kegitan. Menurut Hisrullah dalam skripsinya menghimpun dana dapat di lakukan
dengan cara galang dana. Dalam melakukan penggalangan dana ada beberapa

kegiatan yang dapat di lakukan yaitu sosialisasi, kerjasama program, seminar

%8 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Nasional
balai Pustaka), h.402.

2% April Purwanto, Manajemen Fundraising bagi Organisasi Pengelola Zakat, (Yogyakarta:
sukses, 2009), h.12.
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dan diskusi, dan pemanfaatan rekening bank. Adapun tujuan fundraising

menurut Juwaini adalah sebagai berikut:*°

a. Tujuan menghimpun dana adalah sebagai tujuan yang paling mendasar.
Tujuan inilah yang paling pertama dan utama dalam pengelolaan lembaga
dan ini pula yang menyebabkan mengapa dalam pengelolaan fundraising
harus dilakukan.

b. Tujuan kedua adalah menambah calon donator atau menambah populasi
donator. Lembaga yang melakukan fundraising harus terus menambah
jumlah donaturnya.

c. Meningkatkan atau membangun citra lembaga, bahwa aktifitas fundraising
yang dilakukan oleh sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), baik
secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap citra
lembaga.

d. Menghimpun relasi dan pendukung, kadangkala ada seseorang atau
sekelompok orang yang telah berinteraksi dengan aktifitas fundraising
yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau Lembaga Swadaya Masyarakat
(LSM). Mereka punya kesan positif dan bersimpati terhadap lembaga
tersebut. Akan tetapi, pada saat itu mereka tidak mempunyai kemampuan
untuk  memberikan sesuatu kepada lembaga tersebut karena
ketidakmampuan mereka. Kelompok seperti ini kemudian menjadi
simpatisan dan pendukung lembaga meskipun tidak menjadi donatur.
Kelompok seperti ini harus diperhitungkan dalam aktifitas fundraising,
meskipun mereka tidak mempunyai donasi, mereka akan berusaha
melakukan dan berbuat apa saja untuk mendukung lembaga dan akan
fanatik terhadap lembaga. Dengan adanya kelompok ini, sebuah lembaga
telah memiliki jaringan informal yang sangat menguntungkan dalam
aktifitas fundraising.

e. Tujuan kelima yaitu meningkatkan kepuasan muzakki atau donatur, tujuan

ini merupakan tujuan yang tertinggi dan bernilai jangka panjang, meskipun

% Ahmad Juwaini, Panduan Direct Mail untuk Fundraising, ( Jakarta: Piramedia, 2005), 5-
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dalam pelaksanaan kegiatan secara teknis dilakukan sehari hari. Mengapa
kepuasan donatur itu penting? Karena kepuasan donatur akan berpengaruh
terhadap nilai donasi yang akan diberikan kepada lembaga. Mereka akan
mendonasikan dananya kepada lembaga secara berulang-ulang, bahkan
menginformasikan kepuasannya terhadap lembaga secara positif kepada
orang lain. Dengan demikian, secara otomatis kegiatan fundraising juga
harus bertujuan untuk memuaskan donatur.

2. Strategi pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat adalah suatu kegiatan perencanaan, pengorgansasian,
pelaksanaan, pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian, serta
pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang
dibentuk oleh pemerintah yang diorganisasikan dalam bentuk suatu badan atau
lembaga. Pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat dengan cara
menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan dari muzaki.*

Dalam kitab al-Muhadzdzab dijelaskan bahwa seorang pemimpin wajib
menunjuk seorang amil untuk mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan
zakat karena merupakan sunah yang dilakukan oleh Rasulullah Saw yang diikuti
oleh para khalifah sesudahnya.®®* Adapun syarat amil (pengumpul, pengelola,
dan pendistribusi zakat) adalah merdeka, adil, dapat dipercaya, dan faqih; karena
kedudukan amil berkaitan dengan kekuasaan (wilayah) dan kejujuran (amanah);
oleh karena itu,orang fasik tidak boleh menjadi amil karena tidak layak diberi
kekuasaan dan anamah; imam diharuskan mengangkat imam yang berkualifikasi
fugaha karena amil yang fagih karena dalam tugasnya diperlukan pengetahuan
tentang harta yang mana yang perlu diambil zakatnya dan yang tidak.>*

Di samping itu, amil yang fagih dapat berijtihad dalam upaya mengambil

keputusan di lapangan apabila muncul persoalan-persoalan mengenai zakat dan

31 Miftahul Huda, Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Fundraising, (Jakarta: Kementrian
Agama RI, 2012), h. 36-37.

%2 Muklisin, “Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Upaya Pengembangkan Usaha Produktif
(Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Bungo)”, Jurnal llmiah Syari’ah Vol 7, Nomor 2, Juli-
Desember 2018, h. 205-214

% Fakhruddin, Figh dan Manajemen Zakat di Indonesia, (Malang: UIN- Malang Press,
2008), h. 75.

% Hasan, M. Ali, Tuntunan Puasa dan Zakat, (Jakarta: Rawali Pers, 2001), h. 58.
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hukumnya.®®> Dalam hal penyerahan zakat melalui pemimpin, amil yang diunjuk
oleh pemimpin, atau muzaki menyerahkan langsung kepada tujuh ashnaf yang
dijelaskan dalam al-Quran, ulama menjelaskan pendapatnya secara lebih rinci
yang dapat dilihat pada bagian berikut:

Pertama, apabila harta yang kena zakat itu termasuk benda tersembunyi
atau tidak terlihat dari sudut pandang masyarakat pada umumnya seperti emas,
perak, dan barang dagangan yang disimpan di gudang, pemilik dibolehkan
menyerahkan zakatnya secara langsung kepada amil yang ditunjuk oleh seorang
Imam, atau kepada mustadh‘afin yang ditetapkan dalam Al-Quran. Sedangkan
apabila kekayaan muzaki sangat melimpah yang dapat menyulitkannya dalam
penunaian zakat, maka penyerahan zakat diserahkan langsung oleh pemiliknya
kepada Imam; karena Imam dapat dianggap sebagai wakil dari mustadh ‘afin; di
samping itu, pemimpin lebih tahu kepada siapa zakat itu harus diberikan.

Kedua, apabila harta yang menjadi obyek pajak termasukharta yang
kelihatan oleh masyarakat pada umumnya (seperti hewan ternak, tanaman, buah-
buahan, serta harta yang dapat dilihat oleh pemungut zakat, zakat harta-harta
tersebut menurut jumhur ulama (Hanafiah dan Malikiah) harus dibayarkan
melalui imam/khalifah/pemimpin atau amil yang ditunuk olehnya. Apabila
pemiliknya menyerahkan zakatnya sendiri kepada mustadh‘afin, maka zakatnya
tidak sah berdasarkan QS At-Taubah 103.

Ketiga, ulama Malikiah mendiskusikan mengenai kualitaskeberagaman
imam/khalifah/pemimpin; apabila pemimpinnya seorang yang adil, zakat wajib
diserahkan kepadanya atau amil yang ditunjuknya; akan tetapi, jika
pemimpinnya tidak adil (baca: kualitas keberagamaannya rendah atau sangat
rendah) sedangkan muzaki tidak bisa melepaskan diri dari pengaruhnya, maka
sebagian zakatnya boleh diserahkan kepadanya; sedangkan jika muzaki mampu
melepaskan diri dari pengaruhnya, muzaki boleh menyerahkan zakatnya secara
langsung kepada mustadh ‘afin; sangat dianjurkan bahwa penyaluran zakatnya

tidak langsung oleh muzaki, tetapi menunjuk pihak lain (wakil) karena jika

% Wahbahal-Zuhaili, Zakat: Kajian Berbagai Mazhab terj. Agus Effendi danBahruddin
Fanany (Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2008),h. 309-319.
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muzaki menyerahkan zakat secara langsung kepada mustadh‘afin, dikhawatirkan
muzaki akan meminta dipuji oleh para mustahik zakat.

Keempat, Imam al-Syafi‘i dalam qgaol jadinya berpendapat bahwa muzaki
boleh menyalurkan zakatnya sendiri secara langsung kepada mustahik, baik
zakat atas harta yang kelihatan oleh masyarakat pada umumnya maupun zakat
atas harta yang tidak tampak.

Kelima, ulama Hanabilah berpendapat bahwa muzaki dianjurkan
menyalurkan zakatnya sendiri secara langsung kepada mustahik, baik zakat atas
harta yang kelihatan oleh masyarakat pada umumnya maupun zakat atas harta
yang tidak tampak agar dia betul-betul yakin bahwa zakat hartanya telah
sampai/diterima oleh mustahik. Al-Qur’an surat at-Taubah: 103, memerintahkan
agar zakat diambil secara pro aktif atau “paksa”. Audien (mukhatahab)nya
adalah Rasulullah Saw yang pada waktu itu bertindak selain sebagai pemimpin
agama, juga sebagai pemimpin negara dan pemerintahan.*®

Oleh karena itu, jika pada masa Khulafa’ al-Rasyidin pemerintah
menangani secara profesional zakat ini, karena pemerintahlah yang memahami
secara detail dan akurat tentang persoalan warganya yang secara ekonomi
kekurangan.37 Pertanyaannya adalah, mengapa harus pemerintah sebagai ‘amil?
Karena pemerintahlah yang memiliki wewenang, perangkat dan fasilitas.
Meskipun jika ini bisa dilakukan, tidak akan menafikan peran masyarakat untuk
ikut berperan serta secara aktif dalam mengelola dan mendistribusikan zakat.
Walaupun seandainya ada pejabat yang menjadi ‘amil, bagian zakatnya tidak
harus diambil mereka tetapi digunakan untuk biaya operasional dalam
pengelolaan zakat.

Badan Amil Zakat (BAZ) sebagai lembaga pengelolaan zakat yang
didirikan oleh pemerintah ternyata sistem manajemen pengelolaannya masih
belum optimal dan kurang dipercaya masyarakat atau muzakki. Artinya

kinerjanya masih perlu ditingkatkan lagi untuk menjaga kesinambungan manfaat

% Imam Pamungkas, M. dan Maman Surahman, Figih 4 Mazhab, (Jakarta: Al- Makmur,
2015), h. 82.

% Ahmad Rofig, Figh Kontekstual; dari Normatif ke Pemaknaan Sosial, (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2004), h. 274.
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penggunaan zakat dan infak tersebut. Dalam konteks ini, zakat didistribusikan
untuk dapat mengembangkan ekonomi baik melalui keterampilan yang
menghasilkan maupun dalam bidang perdagangan. Pendistribusian Zakat bisa
melalui pembagian modal usaha kepada para penerima zakat yang dapat

digunakan dalam perdagangan.®
3. Strategi penyaluran Zakat

Salah satu syarat yang menunjang kesuksesan lembaga pengelola dana
zakat dalam merealisasikan tujuan yang telah direncanakan adalah dengan
melakukan penyaluran yang baik. Penyaluran dana zakat menurut Mustafa
Edwin Nasution (dalam Didin Hafidhuddin, 2007) adalah pemberian dana zakat
kepada mustahiq (penerima zakat) sebagali upaya dalam mengentaskan
kemiskinan, pengembangan sumber daya manusia dan juga bantuan modal
usaha. Sehingga dalam penyaluran dana zakat harus tepat sasaran sesuai dengan
kebutuhan penerima zakat.

Menurut Yusuf Qardhawi (2005) dana zakat yang telah terkumpul harus
disalurkan kepada pihak yang berhak menerimanya. Salah satu syarat yang
menunjang kesuksesan lembaga pengelola dana zakat dalam merealisasikan
tujuan yang telah direncanakan adalah dengan melakukan penyaluran yang baik.
Penyaluran dana zakat menurut Mustafa Edwin Nasution (dalam Didin
Hafidhuddin, 2007) adalah pemberian dana zakat kepada penerima zakat sebagai
upaya dalam mengentaskan kemiskinan, pengembangan sumber daya manusia
dan juga bantuan modal usaha. Sehingga dalam penyaluran dana zakat harus
tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan penerima zakat. Adapun pihak atau
golongan yang berhak menerima dana zakat berdasarkan ayat Al-Qur’an Surat
At-Taubah ayat 60 sebagai berikut:

a. Fakir (al-fugara)

Fakir adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan atau orang

** Muklisin, “Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Upaya Pengembangkan Usaha Produktif
(Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Bungo)”, Jurnal Ilmiah Syari’ah Vol 7, Nomor 2, Juli-
Desember 2018, h. 205-214
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yang memiliki pekerjaan tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok
yang layak bagi kemanusiaan. Selain itu fakir juga dapat diartikan sebagai orang
yang tidak cukup harta untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya,

seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal.
b. Miskin (al-masakin)

Miskin menurut Musryid (2003) adalah “orang yang memiliki penghasilan
untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi tidak memenuhi standar kelayakan
hidup yang dibutuhkan”. Adapun indikator ketidakmampuan dalam mencari

nafkah atau hasil usaha menurut Arif Mufraini (2008) sebagai berikut.

1) Tidak memiliki usaha sama sekali

2) Memiliki usaha, tetapi hasil usaha tersebut tidak mampu memenuhi
kebutuhan dirinya sendiri dan keluarganya.

3) Sanggup bekerja dan mencari nafkah serta dapat mencukupi dirinya
sendiri. seperti tukang, pedagang dan petani. Akan tetapi, mereka
kekurangan alat, modal untuk berdagang, kekurangan tanah, alat
perdagangan atau pengairan.

4) Tidak mampu mencari nafkah sebagai akibat dari adanya kekurangan non
materi seperti cacat fisik, lumpuh, tuna netra, janda, anak-anak, dan
sebagainya.

c. Amil Zakat
Amil zakat menurut Didin Hafidhuddin dan Hasan Rifai Alfaridy (2009)

adalah “pihak yang diangkat oleh penguasa atau badan perkumpulan untuk
mengelola zakat”. Tugas utama para amil dalam menyalurkan dana zakat adalah
(a) Mengumpulkan zakat dari muzakki, (b) mengatur pembagian zakat dengan
adil dan benar, dan (c) menyalurkan zakat kepada pihak yang berhak

menerimanya.
d. Muallaf

Muallaf yaitu orang yang baru masuk Islam atau orang yang diharapkan

memiliki kecenderungan masuk. Dana zakat merupakan upaya persuasif yang
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diberikan supaya orang yang dimaksud (muallaf) bertambah keyakinannya

terhadap agama Islam.
e. Hamba sahaya (rigab)

Dana zakat diperuntukkan bagi hamba sahaya untuk memerdekakan

dirinya serta menghilangkan segala macam perbudakan.
f. Orang yang berhutang (gharim)

Gharim adalah orang yang berhutang bukan untuk keperluan maksiat
(perbuatan yang melanggar agama). Gharim memiliki kesulitan dalam
membayar hutangnya karena tidak memiliki harta yang lebih untuk membayar

hutang. Menurut Lili Bariadi (2005) terdapat dua macam gharim sebagai berikut:

1) Berhutang karena kefagiran serta memiliki kesulitan untuk melunasi
hutang dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

2) Berhutang karena kebutuhan yang sangat mendesak, tidak menemukan
alternatif selain berhutang, kemudian kesulitan membayar hutang.

Orang yang berjuang di jalan Allah (fisabilillah)

Fisabililah meliputi segala sesuatu atau upaya yang dilakukan untuk
kemaslahatan bersama, seperti pengiriman da’i, mendirikan sekolah gratis,
pembangunan tempat ibadah, orang-orang yang sedang menempuh pendidikan,

dan lain sebagainya.
g. Orang yang dalam perjalanan (ibnu sabil)

Ibnu sabil adalah orang yang berhak menerima zakat karena kehabisan
bekal dalam perjalanan, sedangkan mereka membutuhkan bekal untuk
memenuhi kebutuhan hidupnya. Seiring dengan perkembangan zaman, dana
zakat ibnu sabil dapat disalurkan untuk berbagai keperluan seperti penyediaan
sarana dan akomodasi bagi orang-orang yang sedang menempuh pendidikan atau
mencari nafkah, bantuan dana belanja bagi masyarakat kurang mampu yang jauh
dari kampung halamannya.

Menurut Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373
Tahun 2003 (dalam Depag, Pola Pembinaan Badan Amil Zakat Tahun 2012)

20



penyaluran dana zakat supaya dapat disalurkan dengan baik, maka dibentuklah
beberapa aspek persyaratan dalam menyalurkan dana tersebut. Adapun aspek
persyaratan penyaluran dana zakat diatur dalam yang menyatakan bahwa
penyaluran dana zakat kepada penerima zakat dilakukan berdasarkan
persyaratan yaitu (1) aspek pengumpulan dan hasil pendataan kebenaran
mustahiq (penerima zakat) delapan ashnaf (orang yang berhak menerima zakat)
yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, rigab, gharim, fisabilillah dan ibnu sabil. Pada
aspek ini juga perlu diperhatikan mengenai jumlah mustahig yang akan
mendapat dana zakat, (2) aspek keuangan dalam penyaluran dana zakat untuk
menciptakan manajemen yang baik diperlukan beberapa hal sebagai berikut, (3)
dapat diketahui bahwa dana zakat dikelola sesuai ketentuan agama, (4)
kebutuhan dana zakat dapat terantisipasi dan terpenuhi, (5) penyaluran dana
zakat dilakukan tepat guna dan berdayaguna, (6) keamananan dana harus
terjamin, dan (7) memberikan laporan pertanggungjawaban kepada pemberi
zakat dan masyarakat secara umum.

Menurut Departemen Agama (2005) sifat-sifat penyaluran dana zakat yaitu
(1) bersifat hibah (pemberian) dan memperhatikan skala prioritas kebutuhan
mustahiq di wilayahnya masing-masing, (2) bersifat bantuan, yaitu membantu
mustahig dalam menyelesaikan atau mengurangi masalah yang sangat
mendesak/darurat, dan (3) bersifat pemberdayaan, yaitu membantu mustahiq
untuk meningkatkan kesejahteraannya, baik secara perorangan maupun
berkelompok melalui program atau kegiatan yang berkesinambungan dengan

dana bergulir untuk memberi kesempatan penerima lain yang lebih banyak.*
4. Penanggulangan Covid-19

Guna meringankan beban kehidupan warga kurang beruntung di
Kabupaten Tasikmalaya yang terdampak pandemi Covid-19, Badan Amil Zakat
Nasional (Baznas) Kabupaten Tasikmalaya, gencar melakukan aksi sosial

menyentuh masyarakat tataran bawah. selain melakukan sosialisasi pencegahan

* Husnul Hami Fahrini, “Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Profesi Dalam
Bentukpemberian Beasiswa Bagi Siswa Muslim Kurang Mampu Oleh Badan Amil Zakat
Nasional (Baznas) Di Kabupaten Tabanan Tahun 20157, jurnal program studi pendidikan
ekonomi (JPPE)
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Covid-19, Baznas juga turut berkontribusi melakukan penyemprotan cairan
disinfektan di beberapa daerah. Selain itu, Baznas melakukan pembagian ratusan
paket sembako kepada para pedangang kecil yang ada di lingkungan madrasah
negeri, tukang becak, kaum disabilitas, dan mualaf.

Kepala Divisi Pendistribusian Baznas Kabupaten Tasikmalaya, Ade Badru
Zaman mengatakan, Baznas Tanggap Bencana (BTB) berupaya secara bertahap
menyentuh masyarakat kurang beruntung. Di samping itu, BTB bersinergi
dengan Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kabupaten Tasikmalaya, melakukan
penyemprotan cairan disinfektan ke sejumlah tempat, baik instansi pemerintah,
yayasan, pondok pesantren, masjid-masjid, dan panti jompo. Sederhananya,

kerangka alur berpikir dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1. Kerangka Berpikir

Fatwa MUI Nomor:
23 Tahun 2020

x
Pengahimpunan Zakat oleh BAZNAS
Kabupaten Tasikmalaya

:

Teori Al-Maslahat al-Mursalah

— o~

Strategi Strategi Penanggulangan Sebar
Pengelolaan Penyaluran Covid-19 Sembak
Zakat Zakat embaxo

Tinjauan Fatwa Majelis Ulama
Indonesia Nomor: 23 Tahun 2020
Terhadap program sebar sembako
untuk penanggulangan Wabah Covid-
19 di Baznas Kabupaten Tasikmalaya
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F. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian dan pembahasan mengenai zakat dalam pandemi Covid-19 telah
banyak dilakukan, di antaranya:

1. Disertasi yang ditulis oleh Anton Afrizal Candra di Tahun 2020 dengan
judul “Implementasi Pengelolaan Zakat di Provinsi Riau Untuk
Meningkatkan Ketahanan Keluarga Mustahik dalam Perspektif Siyasah
Syar’iyah”. Hasil penelitian ini, menunjukan bahwa implementasi
pengelolaan zakat di Provinsi Riau masih mengalami kendala, dengan
beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaannya yaitu faktor
normatif dan sosial. Maka untuk terwujudnya konsep ideal dalam
pengelolaan zakat baik dalam penghimpunan, pendistribusian dan secara
khusus pendayagunaan agar berjalan sesuai syari’at Islam dan tepat guna
maka perlu adanya pengorganisasian kepada seluruh penerima manfaat,
dengan mengadakan pelatihan atau pembinaan berkesinambungan kepada
penerima manfaat zakat agar mustahik termotivasi menjadi lebih produktif
sehingga mustahik yang awalnya ia sebagai penerima manfaat dan
berikutnya ia sebagai muzakki demi terciptanya ketahanan keluarga
mustahik. Keterlibatan pemerintah melalui BAZNAS dalam menciptakan
ketahanan keluarga menjadi suatu kemestian dan mengedepankan konsep
maslahah dengan menghindari mudharatnya.*’

2. Tesis yang ditulis oleh Bidah Sariyati di Tahun 2020 dengan judul “Analisis
Distribusi Zakat, Infak dan Sedekah dalam Penanggulangan Pandemi
Covid-19 Perspektif Magashid Syariah (Studi Kasus BAZNAS Republik
Indonesia)”. Berdasarkan hasil penelitian ini, menunjukan bahwa
mekanisme distribusi ZIS pada masa pandemi ditambah dengan
melaksanakan anjuran protokol kesehatan. Distribusi ZIS pada Baznas RI
berperan sebagai solusi yang dihadapi oleh mustahik yang berada pada

kondisi yang sulit. Distribusi ZIS pada masa pandemi diwujudkan dalam

“0" Anton Afrizal Candra, Implementasi Pengelolaan Zakat di Provinsi Riau Untuk
Meningkatkan Ketahanan Keluarga Mustahik dalam Perspektif Siyasah Syar’iyah, (Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 1441/2020), h. xii.
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bermacam-macam program yang masuk dalam kategori magashid syariah
yaitu menjaga agama, jiwa, akal, dan harta.**

. Jurnal yang ditulis oleh Awang Darmawan dan Rina Desiana di Tahun 2021
dengan judul “Zakat dan Pemerataan Ekonomi di Masa Pandemi COVID-
19”. Berdasarkan hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa kontribusi
BAZNAS sesuai dengan seluruh komponen konsep delapan jalur
pemerataan ekonomi masyarakat, yaitu dengan program-program yang
diterapkan oleh BAZNAS. Dengan demikian harapan besar dari program-
program tersebut dapat menekan angka kemiskinan di Indonesia yang
meningkat diakibatkan dari pandemi Covid -19 saat ini.*?

. Jurnal yang ditulis oleh Binti Mutafarida dan Moh. Farih Fahmi di Tahun
2020 dengan judul “Upaya Implementasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia
Nomor 23 Tahun 2020 Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi oleh Lembaga
Amil Zakat”. Berdasarkan hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa Yayasan
Yatim Mandiri cabang Kediri mengapresiasi Fatwa MUI Nomor 23 tahun
2020 dengan cara menyalurkan dana filantropi yang terkumpul melalui
dalah satu programnya yang bernama BISA untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi pada masa pandemi covid
19.43

. Jurnal yang ditulis oleh Efri Syamsul Bahri dan Sabik Khumaini di Tahun
2020 dengan judul “Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Badan Amil
Zakat Nasional”. Berdasarkan hasil penelitian ini, menunjukan bahwa
jumlah pengumpulan ZIS dan DSKL 18 tahun, Rp932.648.351.752,19.
Sedangkan jumlah penyaluran ZIS dan DSKL selama 18 tahun, sebesar
Rp836.512.139.145,00. Berdasarkan ZCP tingkat efektivitas penyaluran
selama 18 tahun beroperasi sebesar 90% (sembilan puluh persen). Hal ini

* Bidah Sariyati, Analisis Distribusi Zakat, Infak dan Sedekah dalam Penanggulangan

Pandemi Covid-19 Perspektif Maqgashid Syariah: Studi Kasus BAZNAS Republik Indonesia,
(Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Salatiga , 2020), h. viii.

2 Awang Darmawan dan Rina Desiana, Zakat dan Pemerataan Ekonomi di Masa Pandemi

COVID-19, Al-Azhar Journal of Islamic Economics Volume 3 Nomor 1, Januari 2021, h. 12.

* Binti Mutafarida dan Moh. Farih Fahmi, Upaya Implementasi Fatwa Majelis Ulama

Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi oleh Lembaga Amil Zakat,
Qawanin, Vol. 4 No. 2 Juli-Desember 2020, h. 138.
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menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penyaluran ZIS dan DSKL
BAZNAS selama 18 tahun berada pada kategori Sangat Efektif dimana
Alocation to Collection Ratio (ACR) mencapai > 90 persen.44

. Jurnal yang ditulis oleh Choirul Amirudin dan Ahmad Fikri Sabiq di Tahun
2021 dengan judul “Peran Ziswaf dalam Memulihkan Ekonomi Umat
Akibat Masa Pandemi Covid-19”. Hasil penelitian ini, menunjukan bahwa
Ziswaf dapat menjadi solusi dan peran untuk memulihkan ekonomi akibat
pandemi covid-19 sebagai berikut: (1) Menjadikan setiap desa sebagai UPZ
untuk memaksimalkan zakat (2) memaksimalkan zakat tunai dan zakat
produktif (3) memaksimalkan pengelolaan zakat dan infaq (4) mengadakan
bantuan pendidikan bagi mahasiswa yang terkena dampak covid-19, yang
diutamakan bagi mahasiswa jurusan ekonomi syariah supaya kedepan dapat
mengedukasi masyarkat tentang ekonomi Islam.*

.Jurnal yang ditulis oleh Irfandi di Tahun 2020 dengan judul
“Pendayagunaan Zakat Untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19:
Perpektif Filsafat Hukum Islam”. Berdasarkan hasil penelitian ini,
menunjukan bahwa pentasarufan zakat untuk penanggulangan pandemi
Covid-19. Penelitian ini adalah library research dan teknik pengumpulan
data dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan pendekatan filsafat
hukum Islam, dan menghasilkan konklusi bahwa zakat boleh diberikan
kepada pihak terdampak Covid-19, baik bagi tim medis, pasien corona
maupun warga yang salah satu keluarganya terkonfirmasi positif corona,
orang yang terkena PHK akibat phsycal atau social distancing yang
diterapkan oleh pemerintah untuk meminimalisir penularan Covid-19, dan

lain sebagainya.*®

* Efri Syamsul Bahri dan Sabik Khumaini, Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada

Badan Amil Zakat Nasional, Al Maal : Journal of Islamic Economics and Banking, No 1 Vol 2
Bulan Januari Tahun 2020, h. 164.

** Choirul Amirudin dan Ahmad Fikri Sabiq, Peran Ziswaf dalam Memulihkan Ekonomi

Umat Akibat Masa Pandemi Covid-19, Baabu Al-l1Imi (Ekonomi dan Perbankan Syariah), Vol. 6
No. 1 April 2021, h. 38.

*® Irfandi, Pendayagunaan Zakat Untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19: Perpektif

Filsafat Hukum Islam, Al-Muamalat: Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah, Vol. 5 No. 1 Edisi. 1
Tahun 2020, h. 1.
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8. Jurnal yang ditulis oleh Afifuddin Kadir, dkk di Tahun 2020 dengan judul
“Pengunaan Dana Zakat pada Korban Covid-19 Perspektif Magashid
Syariah”. Hasil peneilitan ini, menunjukan bahwa penggunaan dana zakat
untuk penanganan covid-19 sudah sesuai dengan syariah dan magashid
syariah. Dimana dana zakat yang disalurkan pada masa pandemi covid-19
ini membuat para penerima manfaat menjadi tertolong. Dan dana zakat yang
diberikan sangat besar manfaatnya dan membawa kemaslahatan bagi korban
yang terkena dampak dari pandemi covid-19, terutama dampak dari
ekonomi, sehingga tujuan syariah menjadikan masyarakat yang terdampak
covid bisa terjaga dari ke lima unsur dalam maqashid syariah.*’

9. Jurnal yang ditulis oleh Khaerul Agbar dan Azwar Iskandar di Tahun 2019
dengan judul “Kontekstualisasi Kebijakan Zakat Umar bin Abdul Aziz
dalam Perzakatan dan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia”. Hasil
penelitian ini, menunjukan tiga poin utama. (1) Kebijakan Umar bin Abdul
Aziz dalam pengelolaan zakat dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian.
Pertama, kebijakan Umar seputar perluasan objek zakat meliputi gaji
pegawai, harta hilang yang kembali ditemukan, beberapa jenis hasil
pertanian dan perikanan. Kedua, kebijakan Umar tentang manajemen zakat,
baik seputar reformasi regulasi, bentuk manajemen terpusat, atau regulasi
yang tegas dan anti korupsi. (2) Dalam konteks perzakatan di Indonesia,
sebagian dari kebijakan Umar bin Abdul Aziz telah dituangkan dalam
Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat,
diantaranya berupa pengelolaan zakat yang terintegrasi sebagai instrumen
dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. (3) Kebijakan zakat Umar bin
Abdul Aziz memiliki relevansi terhadap beberapa praktik perzakatan di
Indonesia, seperti zakat profesi, zakat perusahaan, zakat properti, zakat pada
harta dan usaha yang berkembang lainnya serta pengalokasian dana zakat
untuk beasiswa pendidikan dan bantuan bagi korban bencana alam.

Penelitian ini memberikan rekomendasi diantaranya bahwa maksimalisasi

T Afifuddin Kadir, dkk, Pengunaan Dana Zakat pada Korban Covid-19 Perspektif
Magashid Syariah, Al-Tafagquh: Journal of Islamic Law, Fakultas Agama Islam UMI , VVolume
1 Nomor 2 Juli 2020, h. 107.
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penghimpunan dana zakat dapat dilakukan dengan aturan dan sanksi yang
mengikat bagi yang melanggar ketentuan pengelolaan zakat.*®

10. Jurnal yang ditulis oleh Gebrina Rizki Amanda, dkk di Tahun 2020 dengan
judul “Pendayagunaan Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19”. Hasil
penelitian ini menunjukan bahwa penangan implementasi zakat dalam
penanganan Covid 19 memiliki pengaruh yang sangat besar. Distribusi total
dana untuk ketiga sektor tersebut mencapai Rp. 7.578.461.063. Penyaluran
dana zakat ini hanya berlaku di bulan April, Mei, dan Juni 2020.%°

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya,
didapati tidak adanya kesamaan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis
dengan judul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengelolaan Zakat
Untuk Korban Coronavirus Disease (Covid-19) di BAZNAS Kabupaten
Tasikmalaya”.

*8 Khaerul Agbar dan Azwar Iskandar, Kontekstualisasi Kebijakan Zakat Umar bin Abdul
Aziz dalam Perzakatan dan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia, Kajian Ekonomi &
Keuangan Vol. 3 Nomor 3 Tahun 2019, h. 199.

* Gebrina Rizki Amanda, dkk, Pendayagunaan Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19, JIEI:
Jurnal llmiah Ekonomi Islam, 7(01), 2021, h. 216.
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